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AFIFAH NUR’AINI. Tinjauan atas Insentif Pajak Restoran Selama Masa Pandemi 

Covid-19 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu. Observation of Restaurant Tax Incentives During the 

Covid – 19 Pandemic at Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi 

Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh MELA 

NURDIALY. 

 

Kondisi perkembangan industri kuliner di Jakarta Utara mengalami 

peningkatan pada tahun 2018 – 2019 secara signifikan. Tahun 2020 pandemi covid-

19 melanda Indonesia yang mengakibatkan mengalami penurunan pada pendapatan 

restoran dan mengalami gulung tikar. Terkait hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta memberikan fasilitas perpajakan berupa insentif. 

Tujuan penulisan ini adalah menguraikan definisi pajak restoran dan 

menyebutkan pihak yang menjadi wajib pajak untuk pajak restoran, menguraikan 

perhitungan dan prosedur pembayaran pajak restoran, menguraikan perlakuan 

kebijakan insentif pajak restoran selama masa pandemi covid-19 di Suku Badan 

Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, 

menguraikan pelaksanaan kebijakan insentif pajak restoran selama masa pandemi 

covid-19 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu, Menjelaskan realisasi penerimaan pajak restoran 

tahun 2018 sampai dengan 2020 serta kontribusi pajak restoran terhadap Pajak 

Daerah di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu. Terdapat beberapa metode penelitian yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 

PKL dilaksanakan di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi 

Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu di gedung Kantor Walikota 

Administrasi Jakarta Utara, Gedung P yang beralamat di Jl. Laksamana Yos 

Sudarso No. 27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara. 

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran dan wajib pajak yang dikenakan pajak restoran yaitu orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Untuk melakukan pembayaran 

wajib pajak harus mendaftarkan terlebih dahulu objek pajak, setelah itu melakukan 

perhitungan pajak terutang objek pajak restoran atas DPP dan menyetorkan 

pembayaran ke Bank DKI. Setelah itu melakukan pelaporan bukti penyetoran pajak 

ke Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah. 

Kebijakan insentif pajak restoran pada masa pandemi covid-19 yaitu 

dihapuskannya sanksi administrasi pada periode tertentu yang diatur dalam 

Peraturan Gubernur Nomor 36 tentang Pengahapusan Sanksi Administrasi Pajak 

Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19  dan Peraturan Gubernur Nomor 

115 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Dan Atau Penghapusan Sanksi 

Administratif Tahun Pajak 2020. 

Realisasi pajak restoran pada tahun 2018-2020 mengalami pasang surut 

dalam tiga tahun terakhir dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah pada 

tahun 2018-2020 mempunyai kontribusi yang cukup besar. 
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